
BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

ditarik simpulan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh 

positif  signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Gorontalo tetapi 

dengan nilai koefisien determinasi 19,6%.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

 Sebaiknya pihak instansi mengupayakan transparansi dalam pengelolaan 

yang lebih optimal termasuk dalam perencanaan atau anggaran yang jelas 

penentuannya serta pelaksanaan dan capaian yang terealisasi. 
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